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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di
Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai
Barat Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 sesuai dengan Pasal
37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yaitu sebagian besar responden (82,20%) melakukan
perlihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di hadapan PPAT (enam
orang/10,80%) dan dihadapan PPAT Sementara (Camat) (40
orang/71,40%).

2. Pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di
Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur pada tahun 2013 sudah
memberikan kepastian hukum bagi responden (32orang/57,00%) karena
peralihan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur, meskipun masih ada yang
belum mendaftarkan peralihan Hak Miliknya ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur karena belum ada
biaya dan tidak mengetahui tentang prosedur peralihan Hak Milik atas

tanah.
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B. Saran-saran

1. Sebaiknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat
Kalimantan Timur, perlu secara bertahap dan berkelanjutan
memberikan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat kampung/dusun
tentang pentingnya peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli
dilakukan di hadapan PPAT dan pendaftaran peralihan Hak Milik atas
tanah karena jual beli di kantor pertanahan setempat.

2. Masyarakat khususnya pembeli dan penjual yang melakukan perbuatan
hukum peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli harus lebih aktif
bertanya tentang peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli ke

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.
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